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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran etika penyiaran dalam program Xpose Uncensored
Trans7, serta faktor penyebab dan implikasinya terhadap persepsi publik. Metode yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (teks, praktik
diskursif, praktik sosial). Data diperoleh melalui dokumentasi tayangan, analisis regulasi P3SPS
(Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia),
dan wawancara. Hasil menunjukkan pelanggaran terhadap P3 Pasal 6 dan 7, SPS Pasal 6 dan 16, serta
UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36. Pelanggaran ditandai oleh representasi pesantren yang tidak
berimbang melalui narasi dan visual yang sensasional dan stigmatis. Faktor penyebab meliputi
lemahnya gatekeeping, kurang optimalnya penyuntingan, dan dominasi orientasi komersial. Studi ini
menegaskan media tidak netral, melainkan membentuk realitas sosial secara ideologis. Rekomendasi
mencakup penguatan pengawasan internal dan peningkatan literasi media masyarakat.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, KPI, P3SPS, pelanggaran, Xpose Uncensored

Abstract

This study aims to analyze broadcasting ethics violations in the Trans7 program *Xpose Uncencored?,
as well as the underlying factors and implications for public perception. A qualitative method was
employed using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis approach (text, discursive practice,
and social practice). Data were gathered through broadcast documentation, an analysis of the P3SPS
regulations (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), and interviews. The results
reveal violations of P3 Articles 6 and 7, SPS Articles 6 and 16, and Law No. 32 of 2002 Article 36.
These violations were characterized by an unbalanced representation of *pesantren® (Islamic
boarding schools) through sensationalist and stigmatizing narratives and visuals. Contributing factors
included weak gatekeeping, suboptimal editing, and the dominance of commercial interests. The study
affirms that media is not neutral but rather ideologically shapes social reality. Recommendations
include strengthening internal oversight and enhancing public media literacy.

Keywords: broadcasting violations, critical discourse analysis, KPI, P3SPS, Xpose Uncencored

PENDAHULUAN

Media penyiaran memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi aspek sosial,
politik, dan budaya dalam masyarakat masa kini. Sebagai sarana komunikasi untuk khalayak
luas, media tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga berperan sebagai sumber
pendidikan, hiburan, dan pengaruh terhadap opini masyarakat (Khatimah, 2018). Agar tetap
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, media perlu diawasi agar tidak
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digunakan sebagai alat yang memecah belah persatuan bangsa. Regulasi dalam sektor
penyiaran sangat penting untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan sejalan dengan
norma hukum, etika, dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) mengaturnya melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program
Siaran (SPS) yang diterbitkan pada tahun 2012 (Tulasi, 2014). Kedua pedoman ini menjadi
dasar etika dan norma bagi lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas dan tanggung jawab
moral mereka. Dengan cara ini, penyiaran berfungsi tidak hanya sebagai media informasi,
tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan nilai kebangsaan.

Perkembangan teknologi digital dan konvergensi media turut mengubah lanskap
penyiaran di Indonesia. Munculnya platform digital, seperti layanan streaming dan media
sosial, memperluas jangkauan distribusi konten siaran sekaligus menghadirkan tantangan baru
dalam pengawasan dan regulasi. Lembaga penyiaran dituntut untuk beradaptasi dengan
dinamika tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya kepada publik (Mukti, 2025).
Dalam konteks ini, prinsip keberimbangan informasi, akurasi, serta perlindungan terhadap
kepentingan publik menjadi semakin penting agar media penyiaran tidak terjebak pada
kepentingan komersial semata yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan etika
penyiaran.

Fenomena pelanggaran terhadap norma penyiaran masih sering terlihat di berbagai
saluran televisi di Indonesia, yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Normalisasi konten yang tidak sesuai menimbulkan
keprihatinan serius, terutama bagi generasi muda sebagai pengguna utama (Syukri, 2024).
Pelanggaran tersebut mencakup tayangan yang menampilkan kekerasan, vulgaritas,
eksploitasi, serta tidak sesuai dengan prinsip moral dan perlindungan anak. KPI memiliki
kuasa untuk merumuskan dan mengawasi regulasi penyiaran demi menjaga keseimbangan
kepentingan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat (Mujahid, 2025). Namun, masih
terdapat program hiburan yang memuat elemen agresif, sensualitas, dan eksploitasi anak untuk
kepentingan komersial. Keadaan ini menegaskan pentingnya peran KPI sebagai lembaga yang
mandiri dalam pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat
mencegah tindakan penyimpangan serta memastikan tayangan yang mendidik, bermoral, dan
sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa (Herawati, 2015).

Kasus pelanggaran dalam dunia penyiaran dapat ditemui pada program Xpose

Uncensored yang ditayangkan oleh Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang memicu kritik dari
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publik serta perhatian dari lembaga pengawas (Marliana 2024). Acara infotainment ini
menyajikan narasi yang provokatif, mempertanyakan tradisi pesantren dan menampilkan
visual yang dianggap merendahkan santri dan kiai. Tradisi merupakan praktik budaya yang
secara berulang dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, menjadi warisan
berharga dari masa lalu yang terus dijaga, dihayati, dan diyakini hingga saat ini. Hal ini
mencakup nilai-nilai, norma sosial, pola perilaku, dan adat istiadat sebagai manifestasi dari
beragam aspek kehidupan (Lailiyah et al., 2024).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan bahwa program Xpose Uncensored
melanggar Pasal 6, 7 P3 dan Pasal 6 serta Pasal 16 SPS karena tidak menghormati keragaman
suku, agama, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 6 UU No. 32 Tahun 2002,
masyarakat berhak untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap konten yang merugikan
(Ihsandriawan et al., 2024). KPI kemudian memberikan sanksi berupa penghentian sementara
dan menetapkan perlunya evaluasi program. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan
oleh KPI untuk memastikan siaran menghargai nilai sosial dan budaya serta memperkuat
integrasi nasional.

Televisi sebagai alat elektronik visual memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk mendengar dan melihat informasi secara langsung (Sutrisno 2024). Selama bertahun-
tahun, televisi telah menjadi media hiburan dan informasi yang paling populer karena daya
tarik audio-visualnya yang mampu menarik perhatian masyarakat (Abdullah, 2018). Sebagai
salah satu elemen dari media massa, televisi mempunyai posisi vital dalam komunikasi massa
karena kemampuannya menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien kepada audiens
yang luas (Agung et al., 2020).

Program Xpose Uncensored di Trans7 menjadi contoh tayangan yang menyulut
perdebatan karena dianggap penyampaiannya provokatif dan tidak sesuai dengan norma
kesopanan. Tampak jelas pada polemik tayangan program Xpose Uncensored Trans7 tanggal
13 Oktober 2025 yang menayangkan konten berjudul Santrinya Minum Susu aja Kudu
Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok? (Wulandari, 2026). Tayangan yang menyoroti
kehidupan pesantren memunculkan protes besar dari masyarakat, terutama kalangan santri dan
tokoh agama, karena dianggap merendahkan para kiai di Pondok Pesantren Lirboyo.
Keterlibatan subjektif dalam penyampaian berita dan hiburan berpotensi menimbulkan bias
yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat (Ihsandriawan et al., 2024). Konten yang
mengandung elemen sensual serta penggunaan bahasa kasar dianggap melanggar Pedoman

Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang ditetapkan oleh KPI
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(Handayani, 2024). Kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara inovasi dalam
produksi hiburan dan tanggung jawab etis dari lembaga penyiaran terkait dengan nilai-nilai
sosial dan budaya masyarakat.

Analisis wacana adalah pendekatan kritis yang menyelidiki bagaimana makna,
ideologi, serta hubungan kekuasaan dibentuk melalui bahasa dan representasi media. Para
jurnalis di Indonesia diharuskan untuk mengikuti kode etik dalam usaha pencarian dan
distribusi informasi kepada masyarakat (Desvianny, 2020). Menurut Suharyo (2014) bahwa
bahasa dan kekuasaan kini berfungsi dalam ruang simbolik yang membangun kebenaran dan
ideologi. Dalam dunia penyiaran, analisis wacana tak hanya meneliti isi pesan, tetapi juga
membahas struktur diskursif yang membentuk makna dalam program siaran. Metode ini
berkontribusi dalam mengungkap bagaimana bahasa dan simbol berperan dalam membentuk
citra serta mempertahankan dominasi nilai-nilai tertentu. P3SPS dibuat untuk mengurangi
pelanggaran dengan mengatur produksi dan materi program siaran, utamanya berita (Basri et
al., 2024). Budaya media penyiaran kontemporer bahkan mampu menciptakan kebiasaan baru
bagi audiens melalui proses doktrinasi simbolik yang halus (Putri, 2019).

Dalam sepuluh tahun terakhir, sebagian besar penelitian mengenai pelanggaran
penyiaran di Indonesia terfokus pada aspek deskriptif dan administratif, seperti tipe
pelanggaran, jenis sanksi yang diberikan, serta ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat penting agar
berita bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar profesi yang ada (Desvianny,
2020). Walaupun studi-studi tersebut memberikan kontribusi untuk pemetaan regulasi,
pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mengungkap dimensi ideologis dan sosial
dalam proses produksi siaran. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penggabungan analisis
wacana kritis untuk mengeksplorasi hubungan antara teks, nilai moral, dan kekuasaan dalam
sektor media. Pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan untuk
memperdalam pemahaman teoretis dan memperkuat praktik etika penyiaran di Indonesia.
Prinsip-prinsip jurnalistik menekankan pentingnya keberagaman dan kewajiban lembaga
penyiaran untuk mematuhi peraturan serta pedoman perilaku dalam penyiaran (Bilardo et al.,
2024). Dengan demikian, penelitian dengan perspektif kritis diharapkan dapat menambah
kekayaan wacana akademik dan praktik penyiaran di dalam negeri.

Tujuan dari studi ini adalah untuk secara mendalam menginvestigasi cara pesantren
disajikan dalam program Xpose Uncensored Trans7 melalui analisis terhadap narasi dan visual

yang ditampilkan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengidentifikasian jenis narasi verbal
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yang digunakan, seperti pilihan kata, cara penggambaran, sudut pandang, dan label yang
berkaitan dengan pesantren. Selain itu, studi ini juga mengkaji elemen visual nonverbal,
termasuk penggunaan gambar, simbol, ekspresi visual, teknik pengeditan, palet warna, dan
latar yang berkontribusi pada penciptaan makna tertentu. Selanjutnya, penelitian ini
menjelaskan hubungan antara narasi dan visual sebagai satu kesatuan multimodal dalam
membentuk gambaran tentang pesantren. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menguraikan kecenderungan representasi yang muncul, apakah itu positif, negatif, atau
cenderung menstigma. Terakhir, studi ini juga berusaha untuk mengungkap ideologi dan
kepentingan yang mendasari pembentukan wacana ini, termasuk kemungkinan adanya

framing media, kepentingan bisnis, atau reproduksi stereotipe sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana
Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model Norman Fairclough (Ni’am, 2026).
Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara teks, praktik
produksi media, serta konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya pelanggaran dalam
program Xpose Uncensored di Trans7. Melalui kerangka Fairclough, analisis dilakukan pada
tiga dimensi, yaitu: (1) analisis teks (representasi, relasi, dan identitas dalam tayangan), (2)
praktik wacana (proses produksi dan konsumsi konten siaran), serta (3) praktik sosial
(keterkaitan dengan regulasi penyiaran seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran/P3SPS KPI).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi tayangan program, dokumen
regulasi penyiaran, serta hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu: satu orang
anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat, satu orang ahli
hukum di Mataram yang memiliki keahlian dalam hukum penyiaran dan etika media, satu
orang demisioner koordinator pengawasan penyiaran KPID Mataram, serta satu orang dosen
yang memiliki kepakaran di bidang penyiaran. Teknik analisis data menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Model ini digunakan sebagai prosedur pengolahan data, sedangkan analisis

makna wacana dilakukan dengan pendekatan CDA Norman Fairclough.
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Pengumpulan

Reduksi Dat
eduksi Data Data

Gambar 1. Metode Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Bagan ini menunjukkan urutan proses penelitian kualitatif yang bersifat siklus, di mana
setiap langkah saling terhubung dan dapat diulang sesuai dengan kebutuhan analisis.
Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang bertujuan untuk menemukan dan
memahami isu utama yang menjadi perhatian studi. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti
kemudian merumuskan tujuan dan fokus penelitian agar arah penelitian menjadi terang dan
terarah. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data menggunakan berbagai metode seperti
wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan informasi yang
relevan.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi, yaitu disaring dan disederhanakan
agar hanya data yang penting dan bermakna yang dipakai dalam analisis. Setelah itu, data
disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan peneliti
dalam memahami hubungan antara komponen yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk menafsirkan arti data sekaligus
memastikan keakuratan hasil penelitian. Proses ini bersifat interaktif dan dapat diulang, karena
peneliti bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk memperkuat temuan, sehingga menghasilkan

pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7,
penelitian ini menemukan tiga temuan utama, Yang pertama, bentuk pelanggaran regulasi
penyiaran. Program Xpose Uncensored terbukti melanggar aturan penyiaran yang ditetapkan
di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran serta

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI Tahun 2012. Jenis
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pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidakseimbangan (memperlihatkan dua sisi), di
mana tayangan tidak menyajikan pandangan dari pihak pesantren yang menjadi objek berita.
Selain itu juga ada pelanggaran terhadap penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan agama,
yang terlihat dari narasi yang bisa merendahkan lembaga pendidikan yang berlandaskan
agama. Program ini juga menciptakan generalisasi yang negatif, dengan menggambarkan
pesantren secara stereotipe sebagai tempat dengan berbagai masalah. Temuan ini
menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
mencerminkan dimensi ideologis dalam pembangunan diskursus yang dilakukan.

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis, pelanggaran ini
menunjukkan adanya pembentukan realitas yang tidak bersifat netral dalam penyampaian
informasi. Media dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian fakta, tetapi
juga sebagai entitas yang memengaruhi cara pandang masyarakat melalui pemilihan kata,
narasi, dan perspektif tertentu. Ketiadaan sudut pandang dari pihak pesantren memperkuat
ketidakseimbangan wacana, sehingga berpotensi menciptakan opini publik yang berpihak dan
tidak seimbang. Oleh karena itu, tayangan ini tidak hanya melanggar aturan yang ada dalam
regulasi penyiaran, tetapi juga berperan dalam peneguhan stereotipe dan ketidakadilan

representasi sosial di masyarakat.

@ (2'kiaiyangkayaTaya ‘Q
_—
tapi umat yang kasih amplop)

! 1

2

SANTRINYA MINUM SUSU AJA KUDU JONGKOK,
EMANG GINI AN PONDOK?
KIAINYA YANG KAYA RAYA JMAT YANG KASIH AMPLOP
-~

5 . N
"

Gambar 2. Video Siaran Program Xpose Uncensored di TV Trans 7

Pada gambar tersebut sebagai bukti adanya pelanggaran etika penyiaran, khususnya
terkait representasi yang tidak berimbang dan cenderung mendiskreditkan kelompok tertentu,
dalam hal ini pesantren. Narasi teks “kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop” serta
“santri minum susu kudu jongkok emang gitu kehidupan di pondok” mengandung unsur
generalisasi dan simplifikasi realitas yang kompleks menjadi kesan negatif yang parsial.

Framing semacam ini tidak hanya mengabaikan keberagaman praktik dan nilai dalam
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lingkungan pesantren, tetapi juga berpotensi membangun stigma yang tidak berdasar di tengah
masyarakat. Dalam konteks komunikasi massa, penyajian pesan seperti ini menunjukkan
kegagalan media dalam menjalankan prinsip objektivitas, akurasi, dan keberimbangan
informasi.

Yang kedua rujukan yang digunakan dalam penelitian ini langsung mengacu pada
peraturan resmi mengenai penyiaran yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) KPI yang ditetapkan pada tahun 2012. Dalam Undang-Undang Penyiaran,
“Pasal 36 Ayat (4) menegaskan bahwa konten siaran harus mengedepankan moralitas, nilai-
nilai agama, dan identitas bangsa”, sedangkan “Pasal 48 Ayat (4) menetapkan bahwa
program siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran”. Di sisi lain, dalam P3SPS
KPI, “Pasal 11 melarang penyingkiran terhadap kelompok masyarakat tertentu”, “Pasal 14
menegaskan pentingnya keberimbangan informasi”, dan “Pasal 20 melindungi nilai-nilai
agama serta martabat manusia”. Oleh karena itu, semua pasal yang disebutkan dalam tulisan
ini memiliki landasan hukum yang jelas dan berasal dari peraturan resmi, dan bukan
merupakan pandangan atau interpretasi pribadi dari penulis.

Kutipan pasal-pasal tersebut sebagai dasar analitis untuk mengenali dan
mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang berlangsung secara sistematis. Dengan
meninjau ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Penyiaran serta P3SPS KPI,
penelitian ini bisa mengevaluasi sejauh mana praktik penyiaran sesuai dengan standar
normatif yang ada. Ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk tidak hanya menjelaskan
fenomena pelanggaran, tetapi juga menguraikan secara logis posisi pelanggaran tersebut
dalam konteks hukum dan etika penyiaran. Oleh karena itu, rujukan terhadap regulasi bukan
hanya menjadi pelengkap secara teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama yang
memperkuat keabsahan analisis dan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan
yang objektif, dapat diukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik.

Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan
pelanggaran dalam program Xpose Uncencored dapat dilihat dari beberapa aspek utama dalam
proses pembuatan media. Pertama, terdapat ketidakcukupan pada fase produksi, terutama
dalam proses pengeditan yang tidak mempertimbangkan sensitivitas sosial serta dampak
representasi terhadap kelompok tertentu. Kedua, kurangnya pengawasan internal dalam
lembaga penyiaran menunjukkan bahwa fungsi kontrol atas konten sebelum ditayangkan

kepada publik tidak berjalan dengan baik. Ketiga, dominasi orientasi bisnis juga memengaruhi
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arah pembuatan konten, di mana program-program lebih diarahkan pada upaya menarik
perhatian penonton melalui pendekatan sensasional daripada menekankan pada ketepatan dan
keseimbangan informasi. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak sepenuhnya bersifat
netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan ideologi yang berperan dalam
membentuk isi serta cara penyampaian informasi kepada masyarakat.

Analisis wacana kritis pada dimensi teks (text analysis) menunjukkan bahwa
penggunaan bahasa dalam tayangan Xpose Uncencored cenderung mengarah pada diksi yang
negatif dan sensasional. Pilihan kata yang digunakan tidak bersifat netral, melainkan
mengandung konotasi tertentu yang berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap objek
yang diberitakan. Selain itu, narasi yang dibangun dalam tayangan tersebut memperlihatkan
adanya framing yang menonjolkan aspek konflik, sehingga realitas yang kompleks
disederhanakan menjadi gambaran yang parsial. Dalam proses ini, konteks sosial pesantren
sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak dijelaskan secara utuh, melainkan justru
cenderung diabaikan atau dikaburkan.

Lebih lanjut, pola penyajian teks juga menunjukkan adanya penggunaan unsur visual
dan verbal yang mengarah pada stigmatisasi, di mana pesantren direpresentasikan melalui
simbol-simbol yang memperkuat citra negatif. Contoh pada teks narasi/voice over yang
digunakan pada tayang program Xpose Uncencored “Di balik tembok pesantren ini, tersimpan
berbagai praktik yang jauh dari nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dijunjung tinggi”
adanya teks narasi inilah yang memicu kritikan dari masyarakat karena tidak ditemukannya
istilah yang bersifat netral maupun upaya klarifikasi dari pihak terkait semakin memperkuat
bias dalam penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tekstual, media
tidak sekadar merefleksikan realitas, tetapi turut membentuk realitas tersebut melalui
konstruksi bahasa yang digunakan. Dengan demikian, teks dalam tayangan tersebut tidak
bersifat objektif, melainkan sarat dengan kepentingan tertentu yang memengaruhi cara audiens
memahami dan menafsirkan informasi.

Pada dimensi praktik diskursif (discourse practice), analisis menunjukkan bahwa
proses produksi dan distribusi konten dalam program Xpose Uncencored dipengaruhi secara
kuat oleh logika media komersial. Dalam hal ini, lembaga penyiaran lebih mengutamakan
pencapaian rating dan daya tarik sensasional dibandingkan dengan prinsip akurasi dan
keberimbangan informasi. Proses seleksi informasi yang dilakukan cenderung bersifat selektif
dan parsial, di mana hanya bagian-bagian tertentu yang dianggap dramatis dan menarik

perhatian audiens yang ditampilkan, sementara informasi lain yang dapat memberikan konteks
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yang lebih utuh justru diabaikan. Selain itu, tidak ditemukannya upaya verifikasi yang
berimbang terhadap sumber informasi menunjukkan lemahnya proses validasi dalam produksi
berita.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik gatekeeping bias, yaitu
kecenderungan dalam proses penyaringan informasi yang dipengaruhi oleh kepentingan
tertentu, baik ekonomi maupun ideologis. Dengan demikian, informasi yang disajikan kepada
publik bukan merupakan representasi realitas yang utuh, melainkan hasil konstruksi yang telah
melalui proses seleksi dan pembingkaian tertentu. Hal ini menegaskan bahwa praktik diskursif
dalam media tidak bersifat netral, tetapi berperan aktif dalam membentuk cara pandang
audiens terhadap suatu isu melalui mekanisme produksi dan distribusi wacana yang bias.

Pada dimensi praktik sosial, analisis menunjukkan bahwa media tidak sekadar
menyampaikan informasi, melainkan turut mereproduksi wacana dominan yang berkembang
di masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren direpresentasikan sebagai institusi yang
bermasalah, sehingga membentuk persepsi publik yang cenderung negatif dan tidak
proporsional. Representasi tersebut tidak berdiri secara netral, tetapi berkaitan erat dengan
relasi kuasa, di mana media berperan sebagai aktor dominan yang memiliki kapasitas besar
dalam membentuk, mengarahkan, dan mengontrol opini publik. Dengan demikian, tayangan
yang disajikan tidak dapat dipahami hanya sebagai produk jurnalistik biasa, melainkan sebagai
bagian dari proses konstruksi ideologi media yang memengaruhi cara masyarakat memahami
realitas sosial.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa pelanggaran
regulasi dalam program Xpose Uncencored tidak berdiri secara terpisah, melainkan berkaitan
erat dengan cara media membangun dan mengonstruksi wacana. Program tersebut tidak hanya
melanggar ketentuan formal dalam penyiaran, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk
stigma sosial terhadap pesantren serta mereproduksi ketimpangan representasi dalam ruang
publik. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, terlihat bahwa bahasa yang digunakan
dalam tayangan berfungsi sebagai alat kekuasaan, di mana pilihan diksi, framing, dan struktur
narasi dimanfaatkan untuk memengaruhi cara pandang audiens. Dalam konteks ini, media
tidak sekadar bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki
peran strategis dalam membentuk realitas sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan
Norman Fairclough yang menyatakan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas,
melainkan secara aktif mengonstruksi realitas melalui praktik diskursif yang sarat dengan

kepentingan tertentu.
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Pada bagian keterkaitan dengan mekanisme pengawasan KPI, dapat dijelaskan bahwa
proses penanganan pelanggaran penyiaran pada dasarnya telah mengikuti tahapan yang
bersifat prosedural, yaitu melalui pengaduan, verifikasi, analisis, rapat pleno, hingga
pemberian sanksi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara institusional, sistem
pengawasan telah dirancang secara sistematis untuk menjaga kualitas isi siaran. Namun
demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut belum
sepenuhnya efektif dalam mencegah munculnya produksi wacana yang bias di media. Dengan
kata lain, meskipun prosedur formal telah dijalankan, substansi pengawasan terhadap aspek
ideologis dan konstruksi wacana masih belum optimal.

Sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dalam program Xpose
Uncencored memiliki dua dimensi utama, yaitu bersifat normatif dan diskursif. Secara
normatif, program tersebut terbukti melanggar regulasi penyiaran yang berlaku, sedangkan
secara diskursif, tayangan tersebut berkontribusi dalam membentuk ideologi tertentu melalui
konstruksi wacana yang bias. Analisis wacana kritis mengungkap adanya bias representasi
serta relasi kuasa media yang dominan dalam membentuk persepsi publik. Temuan ini
sekaligus menegaskan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan
masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam mengendalikan praktik produksi
media yang sarat kepentingan ekonomi dan ideologis.

Selanjutnya langkah yang diambil KPI Pusat setelah menerima laporan pelanggaran
dari masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjalankan mekanisme
penanganan secara sistematis sesuai dengan kewenangan dan prosedur pengawasan penyiaran.
KPI Pusat terlebih dahulu melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap laporan yang
diterima guna memastikan validitas serta substansi pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus
program Xpose Uncencored di Trans 7, laporan yang diteruskan oleh masyarakat
ditindaklanjuti melalui proses analisis internal yang melibatkan penilaian terhadap isi siaran
berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, KPI Pusat kemudian menyelenggarakan rapat
pleno untuk menetapkan bentuk pelanggaran serta jenis sanksi yang akan diberikan.
Keputusan yang diambil menunjukkan bahwa KPI Pusat memiliki otoritas dalam menegakkan
regulasi penyiaran secara nasional, yang dalam kasus ini berujung pada pemberian sanksi
berupa penghentian sementara hingga penghentian permanen program. Tindakan tersebut

mencerminkan fungsi KPI Pusat sebagai regulator yang tidak hanya menerima dan memproses
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aduan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas isi siaran serta melindungi

kepentingan publik melalui penegakan norma penyiaran secara tegas dan terukur.

Penyampaian
Aduan

J

‘

Verifikasi dan
Dokumentasi

Monitoring

Pelaksanaan <+——— Keputusan dan

Sanksi

Analisis dan Rapat
- >
Kajian Pleno/Pembahasan

l

Pemanggilan dan
Klarifikasi

Pengambilan

Sanksi

Gambar 3. Proses Pengaduan Penyiaran

Setelah menerima aduan dari masyarakat pasca terjadinya pelanggaran, Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan

proses penelaahan dan verifikasi, yang kemudian berujung pada penjatuhan sanksi terhadap

program Xpose Uncencored sesuai dengan ketentuan regulasi penyiaran yang berlaku.

Tabel 1. Edaran Sanksi Penghentian Sementara Program Siaran “Xpose Uncencored” Trans7

Tgl Surat 14 Oktober 2025

No. Surat 31/K/KP1/31.2/10/2025
Status Penghentian Sementara
Stasiun TV TRANS7

Program Siaran

“Xpose Uncencored”

Deskripsi Pelanggaran

(Pertimbangan Putusan)

Pertimbangan Putusan :

1. Bahwa Program Siaran “Xpose Uncencored” yang ditayangkan oleh
stasiun TRANS7 pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 17.18 WIB
dengan klasifikasi R-BO menampilkan muatan beberapa kegiatan dari
para santri di Pondok Pesantren. Muatan tersebut terdapat beberapa
deskripsi dan narasi yang dinilai merendahkan dan/atau melecehkan

individu atau kelompok di lingkungan pendidikan (Pesantren);




Volume 9 Nomor 1

September 2026: 99-114

P-ISSN: 2622-5476
E-ISSN: 2655-6405

Jurnal Publikasi llmu Komunike Dan Cinema

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan Klarifikasi
TRANS7 melalui perwakilan Agnes Juliayu, atas adanya dugaan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KP1/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 6,
lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras,
dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender,
dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 6 Ayat (1),
program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan
antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender,
dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 6 Ayat (2)
huruf b, program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan
individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras,
antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 16 Ayat (1),
program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan
lembaga pendidikan;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 16 Ayat (2)
huruf a, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti
ketentuan: tidak memperolok pendidik/pengajar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG
SANKSI ~ ADMINISTRATIF ~ PENGHENTIAN SEMENTARA
PROGRAM SIARAN “XPOSE UNCENCORED” DI STASIUN TRANST7.
1. KESATU:
Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Penghentian
Sementara pada Program Siaran “Xpose Uncencored” sebanyak 7
(tujuh) episode.

2. KEDUA:

Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(ain
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Tabel 1 dalam studi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif terkait
sanksi KPI, tetapi juga terkait langsung dengan analisis wacana kritis yang dilakukan. Dalam
sudut pandang CDA, tabel tersebut menggambarkan dimensi praktik sosial, yaitu bagaimana
pembuatan wacana dalam media memberikan pengaruh nyata di masyarakat.

Hasil yang terdapat dalam tabel yang menunjukkan adanya narasi negatif terhadap
pesantren mengindikasikan bahwa representasi yang muncul dalam tayangan bukan hanya
masalah teknis penyiaran, tetapi bagian dari praktik diskursif yang menciptakan stigma pada
kelompok tertentu. Oleh karena itu, tabel ini memperkuat temuan analisis teks yang
menunjukkan adanya penggunaan kata-kata negatif, framing konflik, dan simbol visual yang
membentuk citra buruk tentang pesantren.

Selain itu, adanya sanksi dari KPI juga menandakan bahwa wacana yang diproduksi
oleh media memiliki pengaruh ideologis yang signifikan sehingga membutuhkan intervensi
dari regulator. Hal ini menegaskan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan berperan aktif
dalam membangun realitas sosial melalui pilihan bahasa dan representasi yang dihasilkan. Bila
dibandingkan dengan temuan sebelumnya, seperti penelitian Ni’am dan As’ad (2026) yang
menunjukkan bahwa media, melalui pemilihan bahasanya, dapat membangun ideologi tertentu
dengan menekankan elemen konflik dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penelitian Suharyo
(2014) menekankan bahwa bahasa dalam konteks media tidak bersifat netral, melainkan penuh
dengan kepentingan ideologis dan simbolisme kekuasaan.

Namun, ada perbedaan yang mencolok. Peneliti sebelumnya umumnya menyoroti isu-
isu politik atau kritik sosial dalam film dokumenter dan berita nasional, sementara penelitian
ini secara khusus mempertimbangkan representasi lembaga pendidikan agama (pesantren)
dalam program televisi yang bersifat hiburan jurnalistik. Konteks ini menciptakan
karakteristik pengemasan yang lebih mencolok dan dramatis, dipengaruhi oleh logika
infotainment dan kebutuhan akan nilai rating.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konteks sosial-budaya dari
pesantren sebagai institusi keagamaan membuatnya rentan terhadap penyederhanaan dan
stereotipe yang ditampilkan oleh media arus utama. Kedua, sifat program Xpose Uncencored
yang berfokus pada hiburan investigatif mendorong penggunaan bahasa yang lebih eksploitatif
dibandingkan dengan berita tradisional. Ketiga, periode penelitian yang berlangsung dalam
era kompetisi media digital juga berkontribusi pada kecenderungan sensasionalisme tersebut.

Dari sudut pandang kebaruan, penelitian ini memperluas kajian CDA dengan menunjukkan
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bahwa praktik representasi yang bias tidak hanya ditemukan dalam diskursus politik, tetapi

juga dalam diskursus keagamaan-populer yang disajikan dalam format hiburan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam
program Xpose Uncencored tidak hanya bersifat normatif sebagai pelanggaran terhadap
regulasi penyiaran, tetapi juga bersifat diskursif karena turut membentuk konstruksi ideologi
dan persepsi publik. Analisis pada dimensi teks menunjukkan adanya penggunaan bahasa dan
visual yang cenderung sensasional, tidak berimbang, serta berpotensi menimbulkan stigma
terhadap pesantren. Pada dimensi praktik diskursif, proses produksi konten dipengaruhi oleh
logika media komersial yang mengutamakan daya tarik dan rating, sehingga mengabaikan
prinsip verifikasi dan keberimbangan informasi. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial,
media berperan sebagai aktor dominan yang mereproduksi wacana tertentu dan membentuk
realitas sosial melalui relasi kuasa yang dimilikinya.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh KPI telah berjalan secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencegah
munculnya wacana bias dalam media. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum
diikuti oleh implementasi yang optimal dalam praktik penyiaran. Dengan demikian,
diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan fungsi pengawasan,
peningkatan profesionalisme lembaga penyiaran, maupun pengembangan literasi media
masyarakat, agar praktik penyiaran di Indonesia dapat berjalan secara lebih etis, objektif, dan

bertanggung jawab.
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